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Dalam Praktek dunia perekonomian dan perdagangan, yang menyangkut perjanjian utang piutang,

permodal an, maupun perbankan, dikenal suatu lembaga jaminan yang di dasarkan kepada kepercayaan yaitu
Fiduciaire Eigendoms Overdracht (FEO) yang dikenal dengan nama "fiducia". Lembaga jaminan Fiduciaini
hidup dalam masyarakat karena masyarakat menginginkan adanya semacam jaminan dimana benda/barang
bergerak yang di jaminkan tetap dipegang oleh pemiliknya yang menjaminkan benda itu (debitur) untuk
dipergunakan dalam menjalankan usahanya di bidang perekonomian dan perdagangan. Namun, konstruksi
hukum seperti ini mengakibatkan masyarakat umum tidak mengetahui secara pasti status/posisi benda yang
dijaminkan tersebut, karena seolah - olah barang tersebut adalah milik debitur sesuai dengan asas yang
terkandung dalam pasal 1977 KUH Perdata yang mengatakan bahwa penguasaan (bezit) adalah aas hak
yang sempurna. Perlindungan hukum yang memadai sangat diperlukan bagi pemberi modal (kreditur) dalam
penjaminan fiducia, di mana oleh Undang- Undang Tentang Jaminan Fiducia Undang-Undang No. 42 Tahun
1999 diakomodir sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan kepercayaan kreditur terhadap
lembaga jaminan fiducia. Adapun perlindungan hukum itu berupa adanyainstitusi pendaftaran untuk
mendaftararan benda yang dibebani sebagai jaminan fiducia, pemberian titel eksekutorial dalam proses
eksekusi, dan ketentuan pidana bagi pelanggaran atau ciderajanji. Lahirnya Undang-Undang ini sendiri juga
merupakan perkembangan hukum yang menggembirakan bagi eksistensi hukum lembaga jaminan fiducia
karena selamaini lembaga fiducia diakui berdasarkan yurisprudensi dan hanya diatur secara sporadis
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 16 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992.
Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Tentang Jaminan Fiduciaini dapat memberikan kejelasan dan
kepastian hukum bagi para pihak dan pihak yang berkepentingan dalam lembaga penjaminan fiducia.
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